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Profil LeIP 

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat sipil yang 

bergerak di bidang pembaruan peradilan dan anti korupsi. LeIP berperan aktif dalam penyusunan Cetak Biru 

Pembaruan Peradilan (2003, 2005) dan turut serta dalam pelaksanaan Cetak Biru melalui berbagai program 

pembaruan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan 

arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Semenjak 

tahun 2010, LeIP fokus pada upaya untuk mendorong konsistensi putusan melalui advokasi penerapan Sistem 

Kamar pada Mahkamah Agung dan pengembangan sistem informasi putusan terindeksasi untuk 

memudahkan masyarakat dalam menelusuri isu hukum pada putusan Mahkamah Agung. LeIP meyakini 

bahwa bahwa peradilan yang independen dan terbuka hanya dapat dicapai melalui kemitraan antara 

organisasi masyarakat sipil, peradilan, pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan.  

 

Kontak: 

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan 

Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A, Jl. Kuningan Madya Kavling 5-6 Kuningan Jakarta, Telpon: 

021 83791616/8302088 atau Fax: 021 8302088 

Alamat situs resmi LeIP adalah www.leip.or.id dan www.indekshukum.org 

 

Dewan Pengurus Periode 2011 – 2013 

Direktur Eksekutif: Dian Rositawati 

Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan: Arsil 

Kepala Divisi Administrasi Peradilan: Nur Syarifah  

Kepala Divisi Umum: Herni Sri Nurbayanti 

Peneliti: Alfeus Jebabun | Ariehta Eleison | Astriyani | Della Sri Wahyuni | Faiza Bestari Nooranda | Liza 

Farihah | Muhammad Rafi | 

Staff: Dani Abdul Gani | Hadiyah Budiono 
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BAGIAN 1 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Program-program LeIP jangka panjang diarahkan pada upaya untuk mendorong terciptanya lembaga 

peradilan yang independen, akuntabel dan terbuka. Dalam kegiatan Strategic Planning yang dilaksanakan di 

bulan Januari 2013, LeIP merumuskan tujuan LeIP dalam 3 (tiga) tahun ke depan yaitu di tahun 2013 – 2015 

sebagai berikut: (1) Menjadi pusat gerakan reformasi peradilan; (2) Menjadi referensi pemikiran pembaruan 

peradilan; (3) Melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan berdasakan tata kerja lembaga yang baik. 

Sedangkan nilai-nilai yang akan didorong dan dikembangkan adalah: (1) kritis; (2) integritas; (3) inovatif; (4) 

terbuka.   

 

Berdasarkan tujuan yang telah digariskan tersebut, dan dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang 

ada, maka dalam Rapat Tahunan LeIP tahun 2013 disepakati bahwa arahan program dan kegiatan LeIP di 

tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan Sistem Konsistensi Putusan 

2. Penguatan Sistem Kelembagaan Mahkamah Agung Satu Atap 

3. Penguatan Jaringan Berbasis Knowledge 

4. Penguatan Tata Kerja dan Kelembagaan LeIP 

Mengapa konsistensi putusan dan kepastian hukum 

penting? Semenjak reformasi peradilan dimulai di 

tahun 2000 tentu banyak pekerjaan rumah yang 

luar biasa berat yang perlu dilakukan oleh 

Mahkamah Agung. Namun dari berbagai 

permasalahan yang melanda MA, dan berbagai 

program reformasi yang telah dilakukan, LeIP 

berkesimpulan bahwa upaya untuk mengembalikan 

fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi yang 

menjadi mercu suar bagi pengadilan di bawahnya 

merupakan fondasi penting untuk membangun 

kembali lembaga peradilan. LeIP memandang 

bahwa konsistensi putusan dan kesatuan hukum 

bukanlah sekedar upaya membangun lembaga 

tetapi juga upaya membangun kembali tradisi 

hukum.  Oleh karena itu advokasi dan kegiatan LeIP 

bukan hanya difokuskan pada MA tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan di bidang hukum khususnya 

akademisi, praktisi hukum, LSM, juga jaksa dan hakim untuk mengoptimalkan akses putusan pengadilan perlu 

dilakukan. Beberapa program jangka panjang yang dilakukan oleh LeIP yaitu melakukan advokasi dan 

asistensi penerapan sistem kamar sebagai prasyarat utama penerapan sistem konsistensi putusan pada 

Mahkamah Agung, dan mendorong upaya pemanfaaatan putusan MA.  

 

Selain itu semenjak tahun 2013, MA tengah berproses untuk melakukan restrukturisasi organisasi dan 

penataan kelembagaan. Momentum dan kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi organisasi dan 

penataan kelembagaan di Mahkamah Agung muncul dari penerapan sistem kamar pada tahun 2011. 
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Penerapan sistem kamar yang mengubah bisnis proses utama Mahkamah Agung dalam penanganan perkara 

membawa konsekuensi perubahan struktur organisasi terutama pada bagian Kepaniteraan Mahkamah 

Agung. Momentum ini membuka peluang kegiatan-kegiatan baru yang dapat dilaksanakan oleh LeIP, 

sekaligus kesempatan untuk mengadvokasi struktur organisasi MA yang lebih ideal, tidak hanya terbatas 

pada bagian Kepaniteraan saja. 

Untuk mencapai tujuan jangka menengah ini maka diperlukan kemitraan dan jaringan yang kuat, penguatan 

kelembagaan LeIP. Kemitraan dan jaringan yang dimiliki oleh LeIP saat ini dengan pemangku kepentingan 

utama dalam pembaruan peradilan merupakan hasil dari kerja yang konsisten yang dijalani dalam kurun 

waktu 14 (empat belas) tahun sejak LeIP berdiri. Pemangku kepentingan utama dalam pembaruan peradilan 

tersebut meliputi lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), Komisi Yudisial dan juga kalangan LSM serta media. Jaringan tersebut—terutama 

kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan utama untuk melibatkan LeIP dalam kegiatan-

kegiatan strategis, merupakan modal yang sangat besar untuk mendorong diterimanya konsep, ide dan 

pemikiran LeIP mengenai pembaruan peradilan. Selain itu dalam 2 tahun terakhir LeIP juga mengembangkan 

jaringan komunitas hakim-hakim yang bertugas di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. 

Komunikasi dan kemitraan dengan para hakim muda ini juga sangat positif untuk memperluas jaringan 

sekaligus memperkuat akar dari ide-ide pembaruan peradilan yang disusun dan diadvokasikan oleh LeIP.  

 

Pada halaman berikutnya kami akan menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2012, 

dan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan dan arah kelembagan yang 

disepakati di tahun 2013.   

 

Penguatan Sistem Konsistensi Putusan 

 

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan LeIP dalam mencapai konsistensi putusan yaitu advokasi dan 

asistensi penerapan sistem kamar, pengembangan sistem informasi putusan, penerbitan jurnal Dictum dan 

penerjemahan putusan yurisprudensi Hoge Raad. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari program 

dilakukan oleh LeIP sebelumnya dalam program asistensi penerapan sistem kamar, yang meliputi kegiatan 

asistensi kepada MA dalam impelementasi sistem kamar, serta penyusunan indeks putusan & pengembangan 

situsnya. Sedangkan kegiatan penyusunan Dictum merupakan kegiatan rutin LeIP. Berbagai kegiatan tersebut 

pada akhirnya bertujuan untuk 

mendorong membaiknya konsistensi 

putusan Mahkamah Agung dan 

pengadilan di bawahnya. 

Advokasi Penerapan Sistem Kamar pada 

Mahkamah Agung 

 

Pada awal tahun 2013, LeIP melaksanakan 

evaluasi terhadap penerapan sistem 

kamar di MA sejak tahun 2011 hingga 

2013. Dalam evaluasi tersebut LeIP 

berhasil mengidentifikasi beberapa 
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permasalahan utama penerapan sistem kamar yaitu antara lain: Pertama, masih ditemukan resistensi dari 

sebagian kalangan Hakim Agung dan staf untuk menjalankan sistem kamar, dan terutama untuk 

melaksanakan Rapat Pleno Kamar; Kedua, masih diperlukan penyesuaian tata kerja manajemen perkara; 

Ketiga, perlunya melakukan pengelompokan panitera pengganti sesuai spesialisasi kamar. Hasil evaluasi ini 

kemudian dipergunakan sebagai bahan advokasi sistem kamar sepanjang tahun 2013.  

Selain itu LeIP juga terlibat aktif dalam proses diskusi sistem kamar antara Mahkamah Agung dan Hoge Raad 

Kerajaan Belanda sejak tahun 2010 hingga 2013. Peran Hoge Raad sangat signifikan untuk membantu 

memuluskan proses perubahan di MA. LeIP membantu dalam mempersiapkan berbagai bahan-bahan diskusi 

substansi dan mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat diimplementasikan dalam sistem kamar di 

Indonesia. LeIP juga memberikan asistensi dalam penyusunan Peta Jalan (Roadmap) pelaksanaan sistem 

kamar. Terdapat beberapa rencana aksi yang disebutkan di dalam roadmap untuk melaksanakan sistem 

kamar, dua yang paling penting adalah revisi SK Sistem Kamar dan penyesuaian struktur organisasi 

Kepaniteraan MA. Pada September 2013, draft revisi SK berhasil dirampungkan dengan beberapa perubahan 

yang cukup mendasar, di antaranya kewajiban yang lebih ketat bagi masing-masing kamar untuk 

menjalankan rapat pleno kamar. 

Meskipun seharusnya sistem kamar dilaksanakan secara ketat mulai bulan April 2014, namun hingga 

saat ini masih ada beberapa kondisi yang belum dijalankan secara konsisten. Masih ada hakim militer 

yang bertugas menangani pidana umum, atau hakim agama yang menangani perkara perdata umum. 

Hal ini disebabkan masih belum ada kesesuaian antara anatomi perkara dan anatomi hakim agung. Agar 

sistem kamar berjalan optimal, maka diperlukan penentuan kriteria khusus sesuai kebutuhan kamar 

perkara dalam seleksi hakim agung. LeIP dalam tiga tahun terakhir terus berupaya mempengaruhi 

proses seleksi hakim agung pada Komisi Yudisial dan DPR agar proses seleksi disesuaikan dengan 

kebutuhan spesialisasi pada sistem kamar. KY dalam dua tahun terakhir juga telah merespon kebutuhan 

tersebut yang antara lain terlihat dari prioritas rekrutmen yang diarahkan pada upaya untuk 

mendapatkan calon hakim agung bidang perdata dan pidana. 

Hal penting lainnya untuk membuat sistem kamar optimal adalah dukungan legislasi. Revisi Undang-

Undang Mahkamah Agung perlu mengakomodasi sistem kamar. Namun demikian naskah RUU MA yang 

ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodir desain sistem kamar yang saat ini berlaku di MA. LeIP 

juga terus berupaya melakukan advokasi legislasi melalui audiensi dengan DPR dan kampanye melalui 

media massa. Naskah RUU Mahkamah Agung saat ini terus masuk dalam daftar prolegnas namun belum 

ada kemajuan dalam proses pembahasan RUU tersebut. 

Pengembangan Sistem Informasi Putusan www.indekshukum.org  

 

Pembangunan sistem informasi putusan merupakan merupakan langkah kecil dari tujuan jangka panjang 

untuk mencapai konsistensi putusan dan meningkatkan kualitas diskursus hukum. Jumlah putusan yang siap 

untuk dimanfaatkan dalam situs putusan Mahkamah Agung per tanggal 7 Mei 2014 berjumlah 818.287 

putusan untuk semua tingkat pengadilan dan akan terus bertambah. Ini merupakan jumlah yang luar biasa 

dan memerlukan banyak sumber daya untuk melakukan proses indeksasi dan menampilkannya dalam situs 

indeks hukum. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk dapat membangun sistem 

informasi dengan data yang masif. Dalam kegiatan ini LeIP membangun kerja sama dengan LSM dan 

http://www.indekshukum.org/
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akademisi di Jakarta, Padang dan Yogyakarta. Tujuan dari proses pelibatan tersebut adalah untuk 

memperluas minat lebih banyak pihak untuk menggunakan informasi putusan.  

 

 
 

Pembangunan sistem informasi putusan telah dimulai sejak tahun 2011 dan masih berlangsung hingga kini. 

LeIP mulai membangun situs indeks putusan dan ringkasan putusan pada Juni – Desember 2012, dan hingga 

kini masih terus disempurnakan dengan feature-feature yang baru untuk mempermudah akses masyarakat. 

Situs indeks putusan ini beralamat di www.indekshukum.org. Peluncuran situs indeks hukum dilaksanakan 

pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan mengundang berbagai kalangan hukum. Peluncuran situs 

indekshukum dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina LeIP, Bapak Adnan Buyung Nasution. 

 

http://www.indekshukum.org/
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Indekshukum saat ini telah mengunggah 8.748 putusan yang telah diindeksasi atau 18, 31 % dari seluruh 

putusan yang ada di situs www.putusan.mahkamahagung.go.id. Dari jumlah tersebut 1.127 di antaranya 

adalah putusan perdata, 2.523 putusan perdata khusus dan 5.098 adalah putusan pidana dan pidana khusus. 

Sedangkan proses penyusunan ringkasan dan anotasi putusan telah menghasilkan 500 ringkasan putusan, 

dan 100 anotasi putusan. Hingga saat ini pengunjung situs indekshukum terus meningkat, dan meningkat 

drastic pada saat dilangsungkannya kompetisi analisis putusan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati.  

Penerbitan Jurnal Dictum 

Selain mengembangkan situs pemanfaatan putusan, LeIP juga menerbitkan Dictum, jurnal yang membahas  

mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung dan bersifat tematis. Sulitnya mengakses putusan di masa lalu 

telah menyebabkan hilangnya keahlian dan budaya untuk menganalisis putusan dalam ruang-ruang sidang 

dan ruang-ruang akademis di kampus. Kemudahan mengakses putusan di masa kini ternyata juga belum 

dapat mengembalikan budaya diskusi putusan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagai rangkaian 

dari upaya mempermudah penelusuran putusan, LeIP juga berupaya menciptakan forum dimana akademisi 

dan praktisi hukum muda dapat menuangkan analisisinya terhadap putusan melalui jurnal “Dictum” online. 

Dictum telah kembali terbit secara berkala sejak tahun 2012.  

Jumlah Dictum yang sudah diterbitkan dalam tahun 2013 ini sebanyak empat edisi sebagai berikut: 

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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Tema Dictum  biasanya diambil dari polemik yang sedang mendapat sorotan publik. Sepanjang tahun 2013, 

popularitas Dictum mulai terangkat dan beberapa isu yang diulas dalam jurnal Dictum mulai diangkat oleh 

beberapa media online yang kemudian menjadi pemicu diangkatnya kasus-kasus tersebut di media. Dictum 

merupakan satu kesatuan dengan proyek pengembangan situs indeks.  

Penerjemahan Putusan Pengadilan Belanda dan Penerbitan Himpunan Putusan Pengadilan Belanda yang 

Penting dan Relevan Dengan Indonesia  

 

Salah satu pilar yang ingin dibangun oleh LeIP dalam upaya membangun konsistensi putusan adalah 

membangun kembali diskursus hukum berbasis putusan. Untuk itu diperlukan ketersediaan referensi-

referensi berkualitas yang dapat diakses oleh komunitas hukum. Sayangnya, referensi sebagaimana dimaksud 

tersebut masih sulit ditemukan. Para praktisi hukum kesulitan menemukan putusan yang dapat dijadikan 

referensi sebagai bahan argumentasi hukum dalam menyusun pembelaan maupun putusan, baik karena 

kendala bahasa maupun minimnya literatur yang memanfaatkan putusan sebagai rujukan. 

 

Program penerjemahan putusan Pengadilan Belanda dan penerbitan Himpunan Putusan Pengadilan Belanda 

bertujuan untuk menyediakan referensi putusan dalam berbagai perkara penting dan relevan untuk 

digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan 

putusan oleh para praktisi hukum dalam berbagai diskursus hukum. Program ini mulai dilaksanakan sejak 

September 2013, dan direncanakan selesai pada Februari 2013, dengan keluaran berupa Himpunan Putusan 

Pengadilan Belanda yang telah diterjemahkan. 

 

Berdasarkan hasil konsultasi LeIP dengan Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Perdata MA di bulan 

September 2013, diputuskan putusan Pengadilan Belanda yang penting dan relevan untuk diterjemahkan 

adalah putusan dalam perkara-perkara berikut: a. Perkara pidana: (1) tanggung jawab korporasi; (2) 

pencucian uang; (3) penghinaan; (4) korupsi; (5) perkosaan; dan (6) pidana lingkungan. b. Perkara perdata: (1) 

pembatalan perjanjian; (2) ganti rugi immaterial dalam hal wanprestasi, korban meninggal; (3) perlindungan 

konsumen; dan (4) perbuatan melawan hukum. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak Oktober 2013 dan 

direncanakan selesai sampai berbentuk buku pada Mei 2014. 

 

Penguatan Organisasi MA Satu Atap 
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Hampir 10 tahun setelah berlakunya kebijakan satu atap di MA, ide untuk mengubah dan menyempurnakan 

struktur organisasi satu atap kembali bergulir. Dalam berbagai kesempatan yang berbeda para Ketua MA 

sejak masa Bagir Manan, Harifin Tumpa, dan kini Hatta Ali menyatakan bahwa struktur satu atap yang 

berlaku saat ini adalah struktur yang bersifat sementara. Apalagi dalam praktek juga ditemukan banyak 

permasalahan mendasar terkait penerapan struktur organisasi satu atap. Permasalahan tersebut antara lain 

ditemukan dalam aspek manajemen personil, keuangan, perencanaan, pengawasan, pembinaan teknis, serta 

hubungannya dengan dukungan teknis terhadap fungsi utama badan peradilan yaitu mengadili perkara. 

 

Selain untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem satu atap, kebutuhan untuk mengubah organisasi MA 

juga dipicu oleh perubahan fundamental lainnya yang terjadi di MA, yaitu pelaksanaan sistem kamar. Sistem 

tersebut berlaku sejak tahun 2011 melalui SK Ketua MA No. 142 Tahun 2011 yang kemudian disempurnakan 

untuk kedua kalinya melalui SK No. 112 Tahun 2013. Penerapan sistem kamar membawa konsekuensi pada 

perubahan struktur Pimpinan MA, yang sebelumnya terdiri dari 7 (tujuh) Ketua Muda yang membawahi area 

yudisial menjadi 5 (lima) Ketua Kamar, yaitu: Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar 

Agama, dan Kamar Militer. Sistem kamar juga membawa dampak perubahan pada tata kerja manajemen 

perkara di MA yang notabene juga berdampak pada struktur organisasi Kepaniteraan MA. Menyikapi hal 

tersebut, pada April 2013 Ketua MA menerbitkan SK No. 71 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok 

Kerja (Pokja) Penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi, di mana peneliti LeIP tergabung dalam 

pokja tersebut. Pokja ini diberi mandat untuk melakukan kajian tentang perubahan organisasi MA secara 

komprehensif yang akan dituangkan dalam Draft Rancangan Naskah Akademis Restrukturisasi MA. Sejak 

dibentuk pada April 2013, pokja tersebut telah mengadakan beberapa kali pertemuan dan telah 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pada setiap pelaksana fungsi dalam organisasi satu atap MA 

saat ini. 

 

Berkaitan dengan dinamika restrukturisasi organisasi MA tersebut, LeIP kemudian menyusun kajian mandiri 

tentang organisasi satu atap MA. Kajian ini ditujukan untuk mewarnai diskursus restrukturisasi organisasi 

yang sedang berlangsung di MA saat ini dengan memberikan alternatif rekomendasi perubahan kebijakan 

terkait dengan restrukturisasi organisasi MA tersebut. Kajian ini juga merupakan lanjutan dari kegiatan 

perumusan kerangka dasar organisasi MA yang sudah dilakukan oleh LeIP sejak akhir tahun 2012 namun 

belum dikembangkan dalam bentuk yang tertulis. Untuk melaksanakan kajian tersebut, hingga pertengahan 

Januari 2014 telah dilaksanakan penelusuran literatur dan serangkaian pembahasan draft diantara peneliti 

LeIP. Pembahasan tersebut terus berlanjut pada setiap aspek restrukturisasi organisasi untuk kemudian 

dituangkan dalam policy paper yang akan menjadi materi advokasi kebijakan oleh LeIP kepada pemangku 

kebijakan terkait, diantaranya MA, DPR, dan Pemerintah. 

 

Penguatan Jaringan Berbasis Pengetahuan 

Jaringan Hakim 

 

Salah satu cita-cita LeIP yang ingin dikembangkan sejak berdirinya adalah memiliki jaringan hakim yang kuat 

sebagai metode untuk memperluas gelombang perubahan dan investasi masa depan bagi proses reformasi 

peradilan yang berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, pertukaran informasi menjadi 
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lebih mudah. Berawal dari semakin teroganisirnya gerakan para Hakim muda ini dalam memperjuangkan 

kenaikan gaji dan anggaran, yang belakangan menamakan dirinya Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI). 

Para hakim muda ini bertukar informasi dan komunikasi secara aktif dan intensif melalui berbagai group 

facebook. LeIP kemudian melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk mendekatkan diri dengan jaringan 

hakim dan menjadi jembatan dalam mendorong perubahan kebijakan, mendorong pertukaran informasi 

hukum yang bermanfaat, memantau isu-isu aktual di kalangan hakim dan mengidentifikasi hakim-hakim yang 

memiliki keberpihakan pada reformasi. 

 

 
 

Kegiatan pengembangan jaringan hakim muda telah berjalan selama dua tahun, dalam dua tahun ini terdapat 

beberapa capaian kecil namun cukup menggembirakan, antara lain sebagai berikut: Pertama, menguatnya 

eksistensi LeIP di kalangan hakim muda sebagai mitra dan jembatan pemikiran pembaruan peradilan; Kedua, 

semakin lancarnya proses pertukaran pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan 

pemutakhiran ide-ide reformasi peradilan di kalangan hakim muda; Ketiga, semakin menguatnya gerakan 

hakim muda sebagai gerakan pembaruan yang memiliki potensi besar dalam mendorong reformasi peradilan.   

 

Dalam kurun waktu pertengahan Oktober hingga Desember 2013 beberapa kegiatan jaringan hakim yang 

telah dilakukan meliputi: (a) Perumusan konsep pemberdayaan dan pengembangan jaringan hakim. 

Dokumen ini berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk memberdayakan dan mengembangkan 

jaringan hakim dan akan menjadi acuan bagi LeIP dalam mengkonsolidasikan gerakan pembaruan peradilan 

bersama jaringan hakim; (b) penyusunan database jaringan hakim dengan jumlah anggota aktif yang telah 

terhimpun mencapai + 35 orang; (c) pelaksanaan diskusi rutin dengan anggota FDHI, dengan tema penemuan 

dan penalaran hukum, serta status hakim pasca UU ASN.  
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Pada tahun 2013, kegiatan pengembangan jaringan hakim difokuskan pada diskusi mengenai status hakim, 

Isu ini dinilai sangat penting dan fundamental mengingat pada saat ini berbagai upaya reformasi jabatan 

hakim belum menyentuh akar permasalahan. Dalam mengadvokasikan kegiatan ini bersama jaringan hakim, 

telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu diskusi terbatas dengan tema “Status Hakim pasca UU ASN” yang 

dihadiri juga oleh  perwakilan Komisi Yudisial dan Menpan, advokasi pada Komisi Yudisial dan Mahkamah 

Agung, serta audiensi dengan Kementerian PAN. Audiensi dengan Kementerian PAN diterima langsung oleh 

Wakil Menpan dan memberikan respon positif yang sejalan dengan konsep yang diajukan oleh LeIP yaitu 

penyusunan kerangka regulasi khusus tentang jabatan hakim. 

 

Jaringan Mahasiswa 

Bagi LeIP mahasiswa adalah asset yang penting dan menentukan proses regenerasi. Model seleksi yang paling 

berhasil di LeIP saat ini adalah melalui program internship. Pada tahun 2013 terdapat dua mahasiswa yang 

melakukan internship di LeIP dan satu orang bergabung sebagai peneliti. Dalam program indeksasi putusan, 

LeIP juga melibatkan mahasiswa secara langsung maupun melalui jaringan akademisi untuk melakukan 

indeksasi dan anotasi putusan. 
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Kajian bersama LeIP dengan Lembaga Kajian Keilmua (LK2) FHUI merupakan upaya LeIP untuk membangun 

jaringan dengan mahasiswa fakultas hukum dan mengenalkan isu peradilan kepada mahasiswa. Dalam jangka 

panjang, investasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya regenerasi lembaga. Selain itu mahasiswa 

juga diperkenalkan pada kegiatan advokasi berbasis penelitian (advocacy based research) yang sedikit 

berbeda dengan kajian akademis pada umumnya. Kajian bersama telah dimulai sejak Oktober 2013 dengan 

melibatkan peneliti dan surveyor dari kedua lembaga (3 orang peneliti LeIP, 2 orang asisten peneliti dari LK2 

FHUI dan 11 orang surveyor  dari LK2 FHUI. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan 

mekanisme tilang dan menyasar mengenai efektivitas mekanisme tilang melalui pengadilan dan luar 

pengadilan. Pengumpulan data dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Depok melalui kuesioner dan wawancara 

kepada pengendara kendaraan bermotor yang pernah ditilang, Polisi Lalu Lintas, Direktur Lalu Lintas Polri, 

dan Hakim serta Panitera Muda Pidana di beberapa pengadilan dalam wilayah penelitian. 

 

Selain itu LeIP juga berpartisipasi dalam kegiatan Career Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI. 

Dalam kegiatan tersebut LeIP mempromosikan aktivitas LeIP dan mengundang mahasiswa untuk terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan internship di LeIP.  

 

Jaringan LSM 

 

Hingga saat ini LeIP terus mengembangkan 

jaringan dengan LSM-LSM hukum. Dalam 

kegiatan program yang dilaksanakan, LeIP juga 

mengambil pendekatan berjejaring dengan LSM 

antara lain dalam pengembangan situs 

indekshukum dimana prosesnya melibatkan LSM 

di Jakarta dan di berbagai daerah, yaitu LBH 

Yogyakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan 

(MaPPI) FHUI, ICJR (Indonesia Criminal Justice 

Reform) dan LBH Magenta. Dalam program 
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penyusunan evaluasi stranas PPK, LeIP juga terlibat di bawah koordinasi Tranparency International (TI) 

Indonesia, dan bekerja sama dengan sejumlah NGO di bidang hukum dan peradilan antara lain LeIP, MaPPI, 

dan PSHK. Kegiatan evaluasi Aksi PPK tengah dijalankan oleh LeIP sejak Juni hingga Desember 2013. 

 

Bersama dengan koalisi LSM hukum beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013 antara lain adalah 

advokasi pembahasan RUHAP serta mengadvokasikan konsep-konsep perbaikan atas rancangan tersebut. 

Selain itu LeIP juga terlibat dalam penyusunan Kertas Kerja RKUHAP yang secara resmi disusun oleh Koalisi 

untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (Koalisi) melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Dalam Kertas 

Kerja tersebut Koalisi memiliki perhatian untuk menyusun KUHAP yang menghargai hak asasi manusia dan 

sensitif terhadap gender dan kelompok rentan (wanita, anak-anak, dan LGBT). Salah satu isu penting yang 

menjadi fokus LeIP dalam RKUHAP yang tengah diajukan ke DPR adalah mengenai hakim pemeriksa 

pendahuluan yang diharapkan dapat menjadi solusi perubahan atas kondisi ketiadaan fungsi kontrol atas 

diskresi penyidik dan menjadikan proses penyidikan tersangka/terdakwa rentan melanggar HAM.  

 

Selain koalisi dengan LSM hukum, LeIP juga mencoba membuka hubungan baru dengan LSM yang 

memperjuangkan hak kelompok difabel yaitu. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Organisasi ini 

adalah organisasi nirlaba yang berlokasi di Yogyakarta. LeIP memberikan masukan terhadap penelitian yang 

dilakukan oleh SIGAB mengenai hak-hak difabel yang menjadi korban tindak pidana dalam sistem peradilan 

pidana Indonesia. Selain itu LeIP juga memberikan saran tentang strategi advokasi kebijakan di tingkat 

nasional, termasuk bagaimana membangun jaringan dengan lembaga penegak hukum untuk mendorong 

perubahan kebijakan di lembaga penegak hukum. 

 

 

Pemberantasan Korupsi 

Meskipun tema pemberantasan korupsi berada di luar fokus utama LeIP, namun tema ini merupakan area 

penting yang tidak dapat ditinggalkan. Pada tahun ini LeIP terlibat dalam beberapa kegiatan terkait dengan 

upaya pemberantasa korupsi sebagai berikut. 

 

High Level Judicial Integrity Expert Group Meeting  
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Pertemuan ini merupakan rangkaian dari beberapa expert group meeting regional yang diadakan oleh United 

Nation on Drugs and Crime (UNODC) – United Nation Development Programme (UNDP). Pertemuan ini 

bertujuan untuk meninjau Draft Petunjuk Pelaksanaan (Implementation Guide) Pasal 11 UNCAC (United 

Nation Convention on Anti Corruption) yang disusun oleh UNODC yang berisi prinsip-prinsip pencegahan anti 

korupsi di sektor peradilan (pengadilan dan kejaksaan), di mana sebelumnya di Vienna UNODC telah 

menyusun Draft Awal Implementation Guide untuk kemudian dibahas di masing-masing region. Expert group 

meeting berlangsung pada tanggal 11-12 Juli 2013 di Dusit Hotel, dihadiri oleh delegasi dari beberapa negara 

asia pasifik, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Monggolia, Nepal, 

Myanmar, Filipina, Australia, Selandia Baru, dan Singapura. Peserta pertemuan umumnya terdiri dari 

perwakilan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, atau Judicial Commision. Delegasi dari 

Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial (Mohammad Saleh), dan 1 orang 

hakim pengawas dari Badan Pengawas MA (Sunarto), dibantu oleh 2 dua orang Tim Asistensi Pembaruan MA, 

1 orang Peneliti LeIP (Arsil) dan 1 orang peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). 

 

Pelaksanaan pertemuan diawali dengan pemaparan mengenai Pasal 11 UNCAC oleh Jonathan Agar dari 

UNODC dan Nihal Jayawickrama dari Judicial Integrity Group. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mendalam terkait dengan isu-isu yang ada dalam Draft Petunjuk Pelaksanaan Pasal 11 UNCAC 

secara berkelompok. Hasil dari diskusi tersebut akan dipresentasikan dalam konferensi tahunan UNCAC yang 

akan berlangsung pada bulan Oktober/November 2013 mendatang di Maroko. Dalam pertemuan ini, peneliti 

LeIP bertugas untuk membantu Tim Asistensi Pembaruan memberikan masukan tertulis terhadap Draft 

Petunjuk Pelaksanaan Pasal 11 UNCAC kepada MA sebagai masukan resmi dari MA kepada UNODC. Masukan 

tersebut telah diberikan kepada MA dan telah disampaikan lebih lanjut kepada UNODC. Keikutsertaan LeIP 

dalam pertemuan ini tidak semata-mata untuk membantu MA, melainkan juga sebagai bahan kajian dan 

advokasi bidang hukum pidana, khususnya dalam isu-isu yang terkait dengan implementasi UNCAC di 

Indonesia. 

 

Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  

 

Salah satu tindak lanjut Presiden atas disusunnya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(Stranas PPK) adalah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Inpres 

tersebut Transparency International Indonesia telah menginisiasi kegiatan evaluasi implementasi Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK). Evaluasi bertujuan untuk melihat kesesuaian 

implementasi Aksi PPK yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum dengan Aksi PPK yang 

terdapat dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011, dalam hal ini menyusun instrumen yang dapat dipakai oleh 

NGO dalam mengukur/mengevaluasi implementasi PPK tersebut. Untuk melaksanakan evaluasi tersebut, 

Tranparency International (TI) Indonesia melibatkan sejumlah NGO di bidang hukum dan peradilan antara 

lain LeIP, MaPPI, dan PSHK. Kegiatan evaluasi Aksi PPK tengah dijalankan oleh LeIP sejak Juni hingga 

Desember 2013. Instrumen tersebut juga telah diujicoba di wilayah Jakarta pada bulan Desember 2013. 

 

Independent Report Pelaksanaan UNCAC di Indonesia  
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Pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 dengan reservasi (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) UNCAC 

tentang penyelesaian sengketa. Konferensi antar negara pihak akan diadakan di Panama tanggal 25-29 

November 2014 mendatang, dan untuk itu setiap negara peratifikasi, termasuk Indonesia, akan diminta 

untuk membawa dan mempresentasikan laporan implementasi UNCAC di negara masing-masing. Kegiatan 

penyusunan independent report pelaksanaan UNCAC diinisiasi oleh Koalisi Pemantau Peradilan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberi perspektif lain atas laporan implementasi UNCAC yang disusun Pemerintah 

Republik Indonesia. Sebagai anggota Koalisi yang fokus di bidang peradilan, LeIP mendapat mandat untuk 

mengkaji korupsi yang terjadi di pengadilan, kinerja pengadilan dalam menangani perkara korupsi di 

Indonesia, dan seleksi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Penyusunan independent report ini telah selesai 

pada akhir Oktober 2013, dan telah dibahas dengan anggota Koalisi penyusun report lainnya. 

 

Penguatan Tata Kerja dan Kelembagaan LeIP 

 

Pengembangan Kapasitas Peneliti dan Staf 

Peneliti merupakan asset dan tulang punggung lembaga, oleh karena itu berbagai upaya yang bermanfaat 

untuk pengembangan kapasitas peneliti merupakan investasi penting yang harus dilakukan lembaga. Pada 

saat ini jumlah badan pengurus dan staf LeIP adalah 12 orang terdiri dari peneliti dan staf umum. Pada tahun 

2013/2014, dua orang peneliti mengundurkan diri yaitu Elsa Marliana dan Yura Pratama. Sedangkan Cholil 

Mahmud mengundurkan diri sebagai staf LeIP namun masih tercatat sebagai Bendahara Yayasan LeIP.  Pada 

tahun 2014 direkrut 3 orang yaitu Muhammad Rafi dan Faiza Nooranda sebagai peneliti muda, dan seorang 

peneliti senior yaitu Herni Sri Nurbayanti yang kemudian menjabat sebagai Kepala Divisi Umum. 

Pada saat ini anatomi peneliti LeIP, antara peneliti di level muda dan madya, dan peneliti senior memiliki 

rentang usia pengalaman yang cukup jauh. Dengan kondisi demikian, maka upaya untuk menjembatani gap 

pengalaman melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas sangat mendesak untuk dilakukan. Dalam 

dua tahun terakhir LeIP telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas, melalui program kursus dan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh lembaga eksternal maupun internal. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan pada 

lembaga eksternal dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian substansi pelatihan dengan 

kualifikasi/keahlian yang dibutuhkan peneliti dan staf. Pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh peneliti-peneliti 

LeIP adalah Pelatihan Khusus Profesi Advokat, kursus TOEFL, kursus bahasa Belanda.  

 

Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanan tugas dan fungsi sebagai peneliti LeIP, selain 

diikutsertakan dalam pelatihan eksternal, para peneliti juga diberikan pelatihan internal. Pelatihan internal 

diselenggarakan oleh LeIP dengan pemateri yang berasal dari dalam maupun luar LeIP. Materi pelatihan 

mencakup isu-isu subtansial yang menjadi bidang fokus LeIP maupun isu-isu yang terkait dengan manajemen 

program dan/atau kelembagaan LeIP. Salah satu pelatihan yang telah dilaksanakan aadalah pelatihan 

administrasi program. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut para peneliti muda dan madya menyusun 

sebuah modul administrasi program yang berfungsi sebagai acuan/panduan bagi setiap peneliti, terutama 

peneliti yang baru bergabung di LeIP, dalam mengelola program, sehingga tercipta pemahaman dan standar 

yang sama dalam melaksanakan dan mengukur keberhasilan program.  
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Peneliti LeIP, terutama peneliti muda dan peneliti madya juga diberikan lebih banyak kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam berbagai konferensi di tingkat nasional maupun internasional untuk memberikan 

pengalaman dan eksposure yang cukup bagi peneliti. Beberapa konferensi nasional maupun internasional 

yang diikuti antara lain: Konferensi Nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Konferensi Pendidikan Hukum 

Asia Tenggara Konferensi Konsorsium Hukum Progresif. Sedangkan para peneliti senior juga terlibat dalam 

beberapa konferensi di tingkat internasional antara lain: IACA Conference, Open Government Partnership 

Conference. 

 

Sistem Remunerasi dan Tunjangan 

 

Sistem penggajian pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan mengikuti sistem yang dipakai pada 

tahun sebelumnya dengan memperhatikan masa kerja dan atau kinerja masing-masing peneliti. Komponen 

penghasilan peneliti terdiri dari: 

 Gaji Pokok 

 Tunjangan Jabatan 

 Tunjangan Keluarga (istri/suami, dan dua orang anak) 

 Tunjangan Komunikasi 

 Tunjangan Transportasi 

 Tunjangan Kinerja/Program 

 

Besaran tunjangan kinerja yang diterima setiap peneliti & staf adalah bervariasi sesuai dengan hasil evaluasi 

kinerja peneliti dan staf. Tunjangan kinerja ini diberikan sejak tahun 2004, namun sejak tahun 2009 hingga 

2013 dapat dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan lembaga. Selain itu sejak bulan Juli 2012, peneliti juga menerima 

tunjangan kinerja tetap atau tunjangan core funding, karena LeIP mendapatkan dukungan anggaran dalam 

bentuk Core Funding dari AIPJ yang memungkinkan lembaga untuk mendorong produktivitas dan kinerja 

peneliti sehingga layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja yang diberikan setiap bulannya. Apabila 

ditambahkan dengan tunjangan yang diperoleh, maka take home pay peneliti LeIP setiap bulan berkisar 

antara Rp 4.400.000 sampai dengan Rp 10.500.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk untuk Kepala Kantor 

dan Staf Umum take home pay berkisar Rp Rp 3.500.000 – 8.000.000. 

 

Untuk peningkatan kesejahteraan, LeIP masih melanjutkan untuk memberikan asuransi kesehatan namun 

dengan sistem yang berbeda. Pertama, asuransi melalui Manulife yang mencakup tanggungan bagi pegawai 

dan keluarganya (suami/istri dan anak maksimal 2). Terhitung tahun 2013, LeIP meningkatkan premi asuransi 

bagi peneliti dan staf LeIP yang tadinya berjumlah Rp 26.000.000 per tahun, menjadi Rp 35.440.000 per 

tahun. Dengan tanggungan biaya rawat inap menjadi Rp 500.000 - 600.000 / kamar rawat inap. Kedua, untuk 

kemudahan dalam proses penggantian LeIP mengelola sendiri jaminan kesehatan rawat jalan. Biaya yang 

ditanggung oleh kantor meliputi biaya pengobatan, perawatan gigi, tindakan medis, kesehatan mata dan 

imunisasi.  

 

Evaluasi dan Bonus Kinerja 
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Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, LeIP melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja kepada para 

peneliti dan staf. Instrument evaluasi kinerja dalam dua tahun terakhir mengalami perubahan untuk 

mengakomodasi kondisi lembaga, namun dengan tujuan yang sama yaitu menilai kinerja peneliti dan staf, 

dan menjadi masukan bagi pengembangan kinerja staf dan peneliti. Metode yang dipergunakan dalam 

evaluasi kinerja adalah metode 360 derajat dimana setiap peneliti mendapat masukan dari 

atasan/supervisor, rekan kerja setingkat, dan rekan kerja yang lebih muda usia kerjanya. Dengan demikian 

hasil evaluasi kinerja diharapkan memberikan gambaran menyeluruh dan fair terhadap kinerja peneliti yang 

bersangkutan. Secara umum, hasil penilaian kinerja semua peneliti dan staf cukup baik.  

 

Hasil evaluasi kinerja ini juga berdampak langsung pada besaran bonus kinerja yang diberikan oleh LeIP 

kepada peneliti yang bersangkutan. Pada tahun ini total bonus yang dibagikan oleh LeIP adalah senilai Rp. 

205.000.000 yang didistribusikan dalam dua tahapan evaluasi kinerja. Besaran bonus yang dibagikan 

ditentukan dengan memperhatikan pemasukan lembaga, kebutuhan rutin lembaga yang harus dipenuhi, dan 

jumlah tabungan/saving yang harus disisihkan oleh lembaga. Dengan demikian besaran bonus kinerja tidak 

mempengaruhi stabilitas keuangan lembaga pada jangka panjang. 

 

Knowledge Management melalui Pengembangan Pusat Data Penegakan Hukum  

Program pengembangan pusat data penegakan hukum dan kajian kelembagaan berbasis data sesungguhnya 

merupakan kegiatan lanjutan dari program Pusat Data Peradilan yang pernah dilaksanakan oleh LeIP bersama 

dengan PSHK dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dalam kegiatan Pusat Data Peradilan 

(PDP) di tahun 2010. Program ini dilatar belakangi dari ketiadaan korelasi yang jelas antara kondisi dan 

permasalahan yang terjadi pada lembaga penegak hukum dengan kebijakan perbaikan yang dibuat, karena 

minimnya data yang digunakan sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan. Beranjak dari kondisi-kondisi 

tersebut, program pengembangan pusat data penegakan hukum dan kajian kelembagaan berbasis data 

bertujuan untuk: (1) menguji dan mendorong keterbukaan informasi dan pengelolaan data secara baik dan 

bertanggung jawab oleh lembaga penegak hukum; (2) memanfaatkan data dalam penyusunan kebijakan; dan 

(3) memperbarui data-data lembaga penegak hukum yang pernah dikumpulkan. 

 

Target data yang dikumpulkan difokuskan pada data pengadilan, yaitu mencakup: (1) data perkara (masuk, 

putus, sisa) di setiap pengadilan pada empat lingkungan peradilan (umum, agama, TUN dan militer) tahun 

2010, 2011 dan 2013, berikut dengan klasifikasi perkaranya; (2) data SDM (hakim, panitera pengganti dan 

jurusita) di setiap pengadilan pada empat lingkungan peradilan pada empat lingkungan peradilan tahun 2010, 

2011 dan 2013, berikut dengan klasifikasi perkaranya; dan (3) data perkara tilang di Pengadilan Negeri (PN) 

Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Timur tahun 2010 sampai tahun 2012. 

 

Kajian berbasis data yang akan dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan data lembaga penegak hukum 

diarahkan pada kajian yang terkait dengan: (1) persebaran sumber daya manusia pengadilan pada empat 

lingkungan peradilan; (2) penghitungan beban kerja pengadilan pada empat lingkungan peradilan; (3) 

penghitungan kebutuhan/alokasi sumber daya manusia pada empat lingkungan peradilan; dan (4) 

penghitungan beban perkara tilang di PN dan alternatif solusinya. 
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BAGIAN 2 

LAPORAN KEUANGAN 

 

Hasil Audit 

 

LeIP setiap tahun selalu melakukan audit keuangan untuk menjaga akuntabilitas keuangan lembaga. Saat ini, 

LeIP baru akan melakukan Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2013. Audit tahun sebelumnya 2009, 

2010, 2011 dan 2012 mendapatkan opini WTP atau ”Wajar Tanpa Pengecualian”. Audit keuangan dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan. 

Laporan Keuangan Terkonsolidasi 

Keuangan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2012 terdiri dari 2 bagian yaitu Laporan Posisi Keuangan 

dan Laporan Aktivitas. Gambaran secara garis besar posisi Laporan Posisi Keuangan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

Kas dan setara kas Rp   772.885.720 

Piutang Rp   118.791.860 

Biaya dibayar dimuka Rp     92.046.600 

Aktiva Tetap Rp     72.323.440 

Jumlah Aktiva Rp   1.056.047.620 

Liabilities/Hutang  Rp  333.080.220 

Aktiva Bersih – Tidak Terikat Rp  348.127.900 

Aktiva Bersih – Terikat Temporer Rp  374.839.500 

Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih Rp  1.056.047.620 

 

Sedangkan gambaran secara garis besar untuk Laporan Aktivitas adalah sebagai berikut 

 

Pendapatan yang berasal dari grant program, donasi dari badan pekerja, 

donasi dari luar badan pekerja, penjualan buku, bunga jasa giro dan 

pendapatan lain-lain. 

Rp 2.810.117.230 

Biaya yang terdiri dari pengeluaran untuk program dan non program. Rp 2.830.806.560 

Perubahan Aktiva Bersih-  (-) Rp 20.689.330 

Aktiva Bersih Awal Tahun  Rp 743.656.730 

Aktiva Bersih Akhir Tahun    Rp 722.967.400 

 

Dalam empat tahun terakhir besaran uang yang dikelola oleh LeIP dalam bentuk Pendapatan (revenue) dan 

Biaya (expenses) adalah sebagai berikut: 
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Berikut komposisi kontribusi pendapatan LeIP selama tahun 2013 dengan total Rp 2.810.117.230: 

1. Core Funding (Jan – Des 2013) Rp 1.400.301.910 

2. Program (Jan-Des 2013) Rp 1.384.958.070 

3. Donasi dari luar badan pekerja (Jan-Des 2013) Rp. 10.000.000 

4. Penjualan buku (Jan-Des 2013) Rp 330.000 

5. Bunga jasa Giro (Jan- Des 2013) Rp 7. 864.650 

6. Sharing dari polis asuransi (Jan-Des 2013) Rp 6.662.600  

 

 
 

Sedangkan komposisi Biaya yang dikeluarkan LeIP selama tahun 2013 dengan total Rp. 2.830.806.560: 

1. Core Funding (Jan-Des 2013) Rp 1.135.325.191 

2. Program (Jan-Des 2013) Rp 1.385.967.791 

3. Biaya administrasi dan umum (Jan-Des 2013) Rp 305.155.818  

1.400.301.910

1.384.985.070

10.000.000

330.000

7.864.650

6.662.600

Pendapatan

Program Core Funding Program Donasi 

Penjualan Buku Bunga Jasa Giro Sharing dari Polis Asuransi
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4. Biaya administrasi bank (Jan-Des 2013) Rp 4.357.760 

 

 
 

Keuangan Program 

 

LeIP pada saat ini mengelola berbagai program besar dan kecil, baik yang didanai oleh lembaga donor 

maupun kerja sama dengan lembaga/LSM lain. Beberapa program besar yang dikelola oleh LeIP pada tahun 

2013 – 2014 dapat dilihat berdasarkan daftar program dan besaran anggaran berikut ini: 

 

PROGRAM ANGGARAN 

Program Web Index dari AIPJ (18 Maret 2013 – 17 Januari 2014) Rp.  1.997.050.000 

Program Core Funding dari TAF (Periode 2012/2013) Rp.  1.200.000.000 

Program Core Funding dari TAF (Periode 2013/2014 )                         Rp.  1.567.950.000 

Program Pembuatan Modul dari TII (Oktober 2013 – November 2013)          Rp 30.000.000 

Program Survei Perkara MA dari AIPJ (18 Desember 2013 – 31 Juli 2014)     Rp 922.475.000 

 

Keuangan Rutin (Overhead) 

 

Total biaya Overhead selama Januari – Desember 2013 adalah sebesar Rp. 1.140.000.000 (satu milyar seratus 

empat puluh juta rupiah). Sepanjang tahun 2013 LeIP mengalami kenaikan biaya overhead dari Rp. 

75.000.000 menjadi Rp. 95.000.000. Kenaikan overhead ini disebabkan karena bertambahnya jumlah 

pegawai, kenaikan tunjangan transportasi dari Rp. 50.000/kehadiran menjadi Rp. 75.000/kehadiran dan 

tunjangan komunikasi dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 150.000 serta kenaikan tarif Iuran pengeloaan gedung 

sejak bulan Juni 2013 dari Rp. 1.652.320/ bulan menjadi Rp. 1.867.840/bulan. 

 

8,2 3,2

1.135.325.191

1.385.967.791

305.155.818

4.357.760

Biaya (Expenses)

1st Qtr 2nd Qtr Core Funding

Program lain Biaya Administrasi & umum Biaya Administrasi Bank
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Saat ini kas lancar yang dimiliki oleh LeIP adalah kurang lebih Rp. 722.967.400 berasal dari saldo tahun lalu 

sebesar Rp. 743.656.730 dikurangi Rp. 20.689.330 yang berasal dari selisih pendapatan dikurangi biaya tahun 

ini. Jika dilihat dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, sewa kantor dan 

operasional Rp. 95.000.000/bulan maka dana kas tersebut akan mampu mendanai selama kurang lebih 7,5 

(tujuh setengah) bulan dengan catatan dalam waktu tersebut LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak 

mendapat dana dari donor atau pihak manapun. 

 

LeIP adalah wajib pajak yang secara tertib melapor dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Pada tanggal 21 April tahun 2014 NPWP LeIP sudah beralamat sesuai dengan alamat kantor yang 

tertera di Akta Pendirian Yayasan yang telah berubah anggaran dasarnya pada tahun 2013. 
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BAGIAN 3 

TANTANGAN, POTENSI, SASARAN DAN RENCANA KEGIATAN 

 

Tantangan Internal 

 

Sebagai sebuah lembaga, LeIP memiliki beberapa isu, terkait dengan upaya pengembangan lembaga dan 

kapasitas individu yang menjadi anggota organisasi. Isu-isu yang merupakan kondisi lembaga yang 

belum sepenuhnya mendukung upaya pengembangan lembaga yang ingin dilakukan. Identifikasi isu 

dilakukan oleh Konsultan bidang SDM yang melakukan fasilitas proses strategic planning LeIP. Isu-isu 

tersebut adalah: 

 

 Suksesi kelembagaan – dalam satu tahun akan berlangsung proses transisi untuk menuju suksesi 

posisi posisi penting di LeIP antara lain Direktur Eksekutif dan Kepala Divisi. Untuk itu perlu 

dilakukan upaya-upaya penyiapan personil-personil yang akan menduduki posisi-posisi tersebut. Di 

sisi lain, perlu dipertimbangkan arah pengembangan peneliti madya dan muda untuk juga dapat 

mengisi jabatan tersebut dalam jangka menengah. 

 Transfer knowledge – dalam berbagai kesempatan, isu ini telah dibahas pada sejak kegiatan SP 

tahun lalu dan menunjukkan hasil pada beberapa peneliti yang memang dinilai potensial dalam satu 

tahun terakhir. Di sisi lain, dalam konteks suksesi kelembagaan, dibutuhkan peta kesiapan individual 

dan strategi yang dianggap paling tepat untuk mempersiapkan para peneliti muda dan madya untuk 

dapat menempati posisi berikutnya dan menggantikan para peneliti yang saat ini masih menempati 

posisi struktural, terutama pada level peneliti madya dan muda  

 Kultur Kelembagaan –LeIP perlu membangun team work yang lebih baik di kalangan peneliti. 

Walaupun sebagian peneliti telah mulai menyerap dan mengadopsi nilai-nilai kelembagaan, 

menunjukkan sense of ownership terhadap lembaga dan tanggung jawab tinggi dalam melakukan 

tugas dan pekerjaan yang diberikan, sebagian peneliti lain masih sangat perlu didorong untuk 

memiliki tanggung jawab tersebut dan membagun sense of ownership tersebut.  

 Pilihan Isu, Cara Kerja dan Pendekatan – LeIP semenjak berdirinya telah mengembangkan expertise, 

cara kerja dan pendekatan tertentu, yang hingga sekarang masih relevan dengan kebutuhan 

lembaga. Tetapi dengan adanya upaya pengembangan lembaga, penambahan peneliti-peneliti 

muda serta berkembangnya dinamika eksternal lembaga, dirasa perlu untuk menggali ide-ide baru 

dan cara kerja baru yang fresh untuk menghindari kejenuhan. Upaya ini juga perlu melibatkan 

peneliti madya dan muda agar meningkatkan sense of ownership dari para peneliti karena merasa 

terlibat dan dilibatkan dalam penentuan arah dan cita-cita lembaga SDM yang terlibat untuk lebih 

memahami pola kerja masing-masing, baik secara individual, kelompok kerja maupun organisasi 

secara keseluruhan. 
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Pemahaman terhadap isu-isu kelembagaan di atas membawa kesadaran bahwa LeIP membutuhkan 

terobosan besar untuk membangun kebersamaan, kerja kelompok dan tanggungjawab bersama dalam 

mewujudkan sasaran strategis lembaga yang telah ditetapkan bersama.  

 

Tantangan Eksternal 

Sementara itu, secara eksternal ada beberapa tantangan bagi LeIP dalam mendorong pembaruan peradilan. 

Reformasi peradilan belum menjangkau ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang 

berkeadilan. Meskipun reformasi peradilan telah berjalan sekian tahun, namun demikian kepercayaan public 

terhadap peradilan masih lemah. Meskipun telah banyak capaian yang dilakukan pengadilan dalam proses 

reformasi, namun perubahan yang ada belum memberikan dampak signifikan terhadap membaiknya proses 

pelayanan publik untuk memperoleh keadilan. Permasalahan inkonsistensi putusan, transparansi informasi 

dan integritas hakim masih menjadi permasalahan utama yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Belum lagi 

permasalahan internal pengadilan disebabkan oleh minimnya kapasitas personil dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya sehari-hari. 

Belum optimalnya prestasi/capaian lembaga-lembaga yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam 

proses pembaruan peradilan. Komisi Yudisial (KY) hingga saat ini belum dapat menjalankan peran dan 

kewenangannya secara efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim dan seleksi calon hakim agung.  

Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 yang hingga menjelang habis masa jabatannya 

sekarang tidak menghasilkan UU yang membawa angin segar pembaruan peradilan. Beberapa undang-

undang yang dikeluarkan justru terkesan sangat menyerang independensi peradilan. Di antaranya adalah 

kriminalisasi hakim dalam RUU MA dan Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang sudah sempat disahkan 

pada tahun 2012. 

Potensi Lembaga 

 

LeIP hingga saat ini telah membangun pengakuan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan 

khususnya Mahkamah Agung.  LeIP sebagai sebuah lembaga sudah memiliki langkah awal yang sangat 

kuat dengan diakui dan dipercaya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mitra kerja 

strategis. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan LeIP sebagai lembaga dalam berbagai program 

dan kegiatan yang diinisiasi oleh MARI dalam 10 tahun terakhir.  

 

Selain itu LeIP adalah organisasi pembelajar dan didukung dengan SDM yang kompeten dengan budaya 

pembelajar yang baik sehingga mampu mendorong setiap individu anggota organisasi untuk terus 

mengembangkan kompetensi individual untuk dapat melakukan tugas dan tanggungjawab yang 

diberikan serta mampu mencapai tingkat kinerja yang diharapkan organisasi. Budaya pembelajar yang 

tumbuh dalam organisasi ini juga mampu mendorong peningkatan kompetensi anggota organisasi 

secara keseluruhan. Di sisi lain, mengingat proses pengembangan kompetensi ini dilakukan secara 

individual, mulai dirasakan pentingnya program pengembangan kapasitas yang terstruktur dan dikelola 
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dengan baik oleh organisasi. Hal ini memungkinkan masing-masing individu untuk berkembang sesuai 

dengan jenis, kedalaman dan keluasan kompetensi yang diharapkan organisasi.  

 

 
 

Sasaran 2014 – 2017  

 

Dengan mengidentifikasi kekuatan bersama yang telah dimiliki selama ini LeIP berupaya membangun 

sasaran yang hendak dicapai dalam 3 tahun mendatang (2017). Dalam jangka waktu 3 tahun 

mendatang, sasaran ini dapat dianggap sebagai terjemahan atau batu loncatan untuk mewujudkan visi 

organisasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Pernyataan sasaran organisasi 2014-2017 yang berhasil 

dirangkum dari diskusi peserta adalah bahwa: 

  

“Pada tahun 2017, LeIP ingin menjadi LSM yang paling dicari dalam isu peradilan, yang telah memiliki 

kebijakan pengelolaan dana abadi, budaya organisasi yang kompeten namun tetap ‘low profile’, peneliti yang 

handal serta tingkat kesejahteraan pegawai yang memadai”  

 

Kalimat sasaran organisasi 2014-2017 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

 Lembaga yang Paling Dicari dalam Isu Peradilan. LeIP dinilai sebagai lembaga yang berpengalaman 

dalam mengelola isu peradilan di Indonesia. Meskipun demikian LeIP bukan satu-satunya lembaga 

dalam isu yang bersangkutan. Perkembangan yang terjadi di sekitar isu tersebut, memperlihatkan 

pentingnya LeIP untuk menjadi lembaga yang paling dicari dalam isu yang bersangkutan, sehingga 

mampu memainkan peran yang lebih strategis di masa mendatang. 

 Memiliki Kebijakan Pengelolaan Dana Abadi (endowement fund) – yang menggambarkan keinginan 

LeIP agar organisasi ini memiliki jaminan untuk dapat bertahan dalam jangka panjang. Walaupun 

saat ini LeIP sudah membangun dana abadi sejak beberapa tahun yang lalu, pengelolaan atas dana 

abadi tersebut belum dilakukan secara terstruktur dan sistematik. LeIP menginginkan adanya dana 

abadi yang dapat mendukung operasi lembaga dalam beberapa tahun, sehingga dapat memberikan 

jaminan yang memadai terhadap operasi dan kesejahteraan lembaga secara keseluruhan.  



26 | Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus LeIP Tahun 2013 

 

 Memiliki Budaya Organisasi yang ‘Low Profile’ – selama 3 tahun yang akan datang, peserta 

menginginkan LeIP mampu membangun kebanggaan tinggi terhadap kinerja yang dicapai, tanpa 

harus menonjolkan kinerja tersebut secara berlebihan. Para peserta dalam kegiatan ini cenderung 

ingin agar LeIP mampu mencapai kinerja yang diharapkan stakeholder, dengan tetap sederhana 

dalam bersikap. 

 Memiliki Peneliti yang Handal – untuk dapat mendukung keinginan tersebut, para peserta 

mengharapkan terciptanya sebuah tim peneliti yang handal (baik secara kemampuan teknis dan 

non teknis), memiliki pengalaman dan exposure yang memadai serta sikap professional sebagai 

peneliti sehingga mampu menjadi perwakilan LeIP sebagai lembaga yang dapat dipercaya. 

 Memiliki Tingkat Kesejahteraan Pegawai yang Memadai – menyadari bahwa pencapaian kinerja 

tinggi, kemampuan yang baik serta sikap profesional yang menunjukkan eksistensi lembaga, 

membutuhkan tingkat kesejahteraan yang memadai atas seluruh pegawai yang terlibat, maka 

diharapkan LeIP mampu mewujudkan dan memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai bagi para 

pegawainya dalam 3 tahun mendatang. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada 

kompensasi, tetapi juga mencakup seluruh benefit yang terkait dengan status kepegawaian yang 

diberikan.  

 

Untuk area substansi, pada tahun ke depan LeIP masih akan fokus pada area yang sama dengan tahun 

sebelumnya.  

1) Penguatan Sistem Konsistensi Putusan 

Area penguatan sistem konsistensi putusan masih menjadi area penting yang akan terus dikembangkan 

oleh LeIP. Upaya advokasi sistem kamar dan pengembangan tradisi diskursus hukum berbasis putusan 

akan menjadi kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan. Sejauh ini LeIP telah terlibat dalam 

mendorong transformasi organisasi dan manajemen perkara berbasis sistem kamar, sekaligus 

mendorong pilar konsistensi melalui pengembangan website dan penerbitan jurnal Dictum kajian 

putusan.  Namun ke depan upaya ini perlu terus menerus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.  

2) Penguatan Sistem Kelembagaan Mahkamah Agung Satu Atap 

Proses transformasi organisasi satu atap merupakan area penting dalam reformasi peradilan yang 

berdampak signifikan terhadap area-area lain. LeIP saat ini tengah menyelesaikan kajian struktur 

organisasi satu atap dan akan melanjutkan kegiatan ke tahap advokasi. Pada saat ini Ketua MA Hatta 

Ali, mengesankan fokus untuk melakukan proses transformasi organisasi, baik untuk merespon 

sistem kamar di satu sisi maupun untuk menyempurnakan organisasi satu atap. Di satu sisi, 

tantangan ini perlu disambut secara positif, namun di sisi lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian 

sehingga proses transformasi besar ini dapat berjalan sukses.  

3) Penyusunan Konsep dan Rekomendasi tentang Pembaruan Status Hakim 

Pembahasan status hakim merupakan isu krusial yang kerap luput dari pembahasan reformasi 

manajemen SDM. Upaya-upaya reformasi manajemen personil pengadilan, khususnya hakim, bersifat ad 

hoc dan tidak memperhatikan sistem manajemen SDM yang terintegrasi. Akibatnya berbagai persoalan 

jabatan hakim muncul kembali dari waktu ke waktu, misalnya soal mutasi promosi, kenaikan 

kesejahteraan, seleksi hakim dan seterusnya.  

4) Mendorong Penguatan Jaringan Hakim 
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Oleh karena itu LeIP berpandangan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya untuk secara khusus 

meningkatkan kapasitas hakim dan kelembagaan LSM di tingkat nasional dan daerah.  

Berdasarkan hasil identifikasi dalam Strategic Planning, untuk area pengembangan kapasitas lembaga 

terdapat aspek-aspek prioritas yang akan dikembangkan dalam 1 tahun ke depan. Rumusan ini merupakan 

konsep dasar yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk program kerja yaitu sebagai berikut: 

 

1) Regenerasi dan Suksesi  

Area ini fokus hanya pada regenerasi pimpinan/manajemen LeIP dan regenerasi di tingkat 

organisasi. Kegiatan pada area ini harus difokuskan pada upaya untuk memanfaatkan dan 

meningkatkan kapasitas SDM yang sudah dimiliki secara optimal. Dengan demikian, pengembangan 

lebih lanjut atas area ini akan membutuhkan dukungan dari 3 area pengelolaan SDM yang harus 

dipersiapkan, yaitu adanya jenjang karir yang jelas, terumuskannya standar kinerja yang terukur 

serta dimilikinya standar kompensasi dan benefit yang memadai  

2) People Development  

Sesuai dengan identifikasi lingkup kerja yang menjadi fokus area ini, yaitu peningkatan kapasitas peneliti, 

rekrutmen, manajemen karir serta kompensasi dan benefit, pengembangan atas area ini ditujukan untuk 

membangun sistem, mekanisme dan prosedur (SOP) yang dapat mendapatkan, menempatkan dan 

mempertahankan orang di tempat yang benar. Beberapa kegiatan yang akan dikembangkan melalui area 

ini adalah melakukan identifikasi atas berbagai kemampuan yang dimiliki secara individu sehingga dapat 

menjadi bagian dari CV yang juga dikelola organisasi, mengindentifikasi berbagai laporan yang telah 

disusun dan dihasilkan individu sehingga menjadi bagian dari portofolio pencapaian yang pernah 

dilakukan serta melakukan evaluasi atas kinerja individual sehingga dapat memproyeksikan tingkat 

kinerja LeIP di masa depan  

3) Public Communication  

Diskusi atas area pengembangan ini menghasilkan 3 area yang akan menjadi lingkup kerja, yaitu lingkup 

yang akan dikomunikasikan, proses komunikasi yang sesuai serta pihak-pihak yang dianggap penting 

untuk dikomunikasikan. Dengan sasaran untuk menjadi LSM yang paling dicari dalam isu peradilan, LeIP 

menganggap perlu untuk mensosialisasikan berbagai informasi, pengetahuan dan hasil riset yang dimiliki 

kepada para stakeholder-nya. Secara spesifik, LeIP menganggap bahwa indeks hukum yang dikelola 

selama ini merupakan salah satu produk unggulan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Strategi 

komunikasi harus dilakukan secara lebih intensif melalui berbagai media yang bisa digunakan atau 

dioptimalkan lebih lanjut, misalnya situs dan media sosial seperti facebook dan twitter, serta 

menggunakan jaringan yang dimiliki LeIP untuk dapat menyebarluaskan berbagai informasi.  

4) Knowledge Management 

Area pengembangan ini dianggap sangat penting bagi LeIP sebagai organisasi. Hal ini disebabkan karena 

LeIP sudah memiliki track record sepanjang 10 tahun dengan berbagai pengalaman dalam melakukan 

riset, advokasi dan pengembangan program. Hal ini harus dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk 

membangun sistem pengelolaan pengetahuan yang dimiliki bersama. Untuk itu LeIP perlu mengelola 

pengetahuan organisasi tersebut secara konsisten dan terus menerus. Peran ini harus dapat 

menghubungkan dan mengelola sumber informasi (baik individual, kelompok maupun organisasi), proses 

pengelolaan informasi serta proses penterjemahan informasi hingga menjadi pengetahuan yang bisa 
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diakses bersama. Hal ini mengarah pada dibutuhkannya seseorang yang mampu menjalankan peran 

tersebut termasuk monitoring dan evaluasi system secara berkala. 

 

 

5) Transfer of Knowledge  

Hasil akhir yang hendak dicapai melalui implementasi konsep ini sehari-hari adalah semakin 

terjaganya kualitas LeIP sebagai sebuah lembaga serta berkembangnya kelompok yang handal di 

kalangan internal LeIP. Tantangan yang teridentifikasi melalui diskusi ini adalah sulitnya menjamin 

keberlanjutan implementasi konsep ini di lapangan mengingat belum tumbuhnya motivasi untuk 

pengembangan diri yang terstruktur dan belum berkembangnya trust di kalangan peneliti untuk 

saling mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.  

6) Funding Resources   

LeIP saat ini memang memiliki dana cadangan atau dana abadi dimana akumulasi dana ini ternyata telah 

berhasil membangun cadangan untuk 7 bulan ke depan operasi lembaga pada level yang dianggap cukup 

memadai. Namun demikian perlu dipertimbangkan upaya untuk mengelola dana yang selama ini hanya 

berada di rekening secara pasif. Juga mengembangkan kemampuan para peneliti dan staf LeIP dalam 

memiliki dan membangun jaringan untuk meningkatkan cadangan dana yang dimiliki, mengidentifikasi 

sumber-sumber pendanaan lain dan strategi yang bisa dilakukan untuk lebih mengaktifkan struktur 

pendanaan dalam mendukung operasional lembaga dalam jangka panjang. Beberapa hal yang dianggap 

bisa mendukung struktur pendanaan LeIP adalah menerbitkan secara rutin jurnal dictum dan indeks 

hukum, membangun database jaringan dan mitra LeIP serta mengembangkan pelatihan bagi peneliti 

untuk dapat menjaring pendanaan dalam jangka panjang.  

 

Rencana Kegiatan 

 

Dengan mempertimbang area sasaran yang dijelaskan di atas maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

sesuai pada tahun 2014 – 2015 adalah sebagai berikut: 

 

1) Penguatan Sistem Konsistensi Putusan 

 Advokasi tata kerja sistem kamar yaitu tata kerja manajemen perkara dan tata kerja persidangan 

khususnya Rapat  

 Mendorong restrukturisasi dan penempatan kepaniteraan berbasis sistem kamar 
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 Mengembangkan situs indeks putusan sehingga lebih user friendly & accessible, dan mendorong 

partisipasi berbagai pihak untuk berkontribusi sebagai anotator atau enumerator putusan 

 Mengembangkan Jurnal Dictum ke arah electronic Journal yang bisa dijual/dipasarkan 

 

2) Penguatan Sistem Kelembagaan Mahkamah Agung Satu Atap 

 Advokasi Kertas Kerja Struktur Organisasi Satu Atap kepada Mahkamah Agung dan para 

pemangku kepentingan lainnya 

 Penyusunan draft Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Organisasi Mahkamah 

Agung dan advokasi kepada pembuat Undang-undang di Pemerintah dan DPR   

 

3) Penyusunan Konsep dan Rekomendasi tentang Pembaruan Status Hakim 

 Penyusunan kertas kerja dan advokasi tentang pembaruan jabatan hakim 

 Penyusunan draft Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dan 

advokasi kepada pembuat Undang-undang di Pemerintah dan DPR   

 

4) Mendorong Penguatan Jaringan Hakim 

 Mengelola dan mengembangkan jaringan hakim muda melalui proses diskusi berkala, dan interaksi 

melalui media sosial 

 Memperkuat database jaringan, perbaikan sistem publikasi hasil riset dan data, dan penyempurnaan 

situs leip sebagai media pertukaran informasi 

 

5) Mendorong Penguatan Tata Kerja dan Kelembagaan LeIP 

 Regenerasi dan Suksesi 

 People Development 

 Public Communication 

 Knolwedge Management; 

 Fundraising & Endowment . 

 

Dengan memperhatikan area-area sasaran di atas, LeIP telah menjalin komitmen dengan beberapa lembaga 

donor untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Pada saat ini LeIP juga telah menjalin komitmen pendanaan 

untuk 2014/2015 dengan status sebagai berikut: 

 

Program Anggaran/Perkiraan 

Anggaran yang Dikelola 

Status 

Program Sistem Informasi Putusan 2 

(Sosialisasi dan Pengembangan Situs Indeks 

Putusan) Periode Mei – Desember 2014 

Rp 1.230.700.000,-.  Kontrak telah 

ditandatangani per 5 Mei 

2014 

Program Survei Perkara MA (AIPJ)  Rp 922.475.000,-  

Program Analisis Putusan bidang Kehutanan 

(CIFOR) 

Rp 150.000.000 Kontrak akan 

ditandatangani per Mei 

2014 
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Program Core Funding (AIPJ/TAF) Periode 

Juni 2014 – Juli 2015  

Rp 1.200.000.000,- Kontrak akan 

ditandatangani pada bulan 

Juni/Juli 2014 

Program Administrator untuk Kerjasama 

Indonesia – Belanda (CILC) – Periode Agustus 

2014 – Agustus 2016 

EUR 900.000,- Menunggu persetujuan dari 

Kedutaan Belanda, 

diperkirakan dimulai pada 

bulan Juli 2014 

Program Penguatan Kapasitas Hakim 

Pengawas (C4J – USAID) 

Rp 300.000.000 Dalam pembicaraan dengan 

C4J - USAID 

 

Kelima program di atas sesuai dengan area sasaran dan perencanaan kegiatan LeIP. Untuk Program 

pengembangan sistem informasi putusan, survey perkara, analisis putusan dan kerja sama Indonesia Belanda 

adalah kegiatan-kegiatan yan terkait dengan upaya mencapai sistem konsistensi putusan dan penguatan 

jaringan. Sedangkan Program Core Funding akan dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan pengembangan 

kapasitas kelembagaan dan riset-riset strategis untuk mendorong reformasi kelembagaan. 
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BAGIAN 4 

PENUTUP 

 

 

Demikian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus sekaligus Laporan Tahunan 2013. Kami berharap 

LeIP di tahun-tahun mendatang dapat bekerja lebih baik dan memberikan lebih banyak kontribusi bagi 

pembaruan peradilan dan pembaruan hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


